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ABSTRAK

Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan luar biasa (extra ordinary crimes) yang menjadi musuh negara-negara di
dunia, tidak terkecuali Indonesia. Kejahatan korupsi di Indonesia yang terjadi terus menerus dengan berbagai
modus kejahatan yang canggih, terstruktur, dan masif sejak era orde lama, orde baru, orde reformasi. Berbagai
upaya pembentukan lembaga antikorupsi untuk memberantas kejahatan korupsi ini, justru berakhir dengan
dilematis, dilumpuhkan, dikriminalisasi, dan bahkan dibubarkan, dengan memanfaatkan situasi dan memanfaatkan
celah-celah norma hukum yang dianggap lemah. Namun, di era saat ini, dimana Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) menunjukkan taring dan keberaniannya didalam membongkar kasus korupsi dan memburu pelakunya dari
level pusat sampai daerah, justru banyak serangan balik yang dilakukan oleh koruptor. Tidak hanya dengan cara-
cara konvensional yang lazim digunakan seperti suap, kriminalisasi, dan intimidasi (kekerasan), bahkan upaya
membubarkan lembaga antirasuah ini gencar dilakukan melalui cara-cara “yang dianggap benar” secara prosedur
hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti judicial review dan legislative review. Artikel ini
mencoba membahas kejahatan korupsi, peluang dan tantangan didalam penegakan dan pemberantasannya,
termasuk mengulas sejarah pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah sejak jaman orde lama hingga
saat ini.

Kata Kunci : Korupsi, Peluang dan Tantangan, Penegakan Hukum, Pemberantasan Tipikor

I. PENDAHULUAN

Fenomena korupsi sebagai kejahatan luar biasa kemanusiaan (extra ordinary crimes) yang sengaja dilakukan
oleh berbagai oknum, baik pejabat negara di berbagai level birokrasi dan institusi, elit politik, pengusaha yang
berkelindan dan berafiliasi dengan kepentingan penguasa, penegak hukum, dan bahkan pada level kepala desa telah
menambah panjang persoalan yang menghambat kemajuan bangsa dan negara di Indonesia, baik pada aspek
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, hingga pada kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap
komitmen dan integritas penyelenggara negara, elit politik, dan penegak hukum yang bebas dari korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN) semakin mengkhawatirkan. Korupsi dalam pandangan Marwan Efendy sebagaimana dikutip oleh
Tjandra Sridjaja Pradjonggo, selain sebagai kejahatan luar biasa kemanusiaan (extra ordinary crimes), juga sebagai
kejahatan transnasional karena korupsi telah merambah keseluruh aspek kehidupan masyarakat dan lintas negara,
tidak pernah ada habisnya, semakin ditindak semakin meluas, bahkan dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik
dalam jumlah kasus, jumlah kerugian negara maupun kualitasnya, serta kejahatan korupsi ini semakin terpola dan
sistematis ((Tjandra Sridjaja Pradjonggo, 2010:4).

Sesungguhnya, kejahatan korupsi ini telah disadari sebagai sebuah ancaman bagi terwujudnya kesejahteraan
bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sejak reformasi bergulir, upaya memberantas korupsi menjadi salah satu agenda
prioritas. Semua agenda reformasi, baik langsung maupun tidak langsung ditujukan untuk meminimalisir potensi
terjadinya korupsi. Agenda perubahan UUD 1945 yang didalamnya dirumuskan untuk membangun sebuah sistem
pengawasan dan pengendalian (checks and balancing system), bertujuan agar pola dan sistem kekuasaan tidak
terkonsentrasi pada satu cabang kekuasaan yang berpotensi korupsi.( Ikhwan Fahrojih,2016:1-2).

Upaya paling agresif dalam reformasi pasca runtuhnya rezim Orde Baru adalah reformasi hukum dalam
bidang pemberantasan korupsi. Hal tersebut menjadi atensi khusus mengingat sejak awal reformasi sampai saat ini,
isu dan fakta kejahatan korupsi menjadi salah satu masalah krusial yang terus menerus diteropong dan mendapat
perhatian publik dengan banyaknya sorotan media massa terhadap penanganan kasus korupsi di Indonesia. Kiprah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan membawa “gelombang baru” strategi pemberantasan korupsi seperti
Operasi Tangkap Tangan (OTT) secara bertubi-tubi terhadap pelaku korupsi adalah bukti sejarah penegakan hukum
di Indonesia yang kendati semenjak 80 tahun Indonesia merdeka, strategi ini belum pernah diterapkan. Disamping
itu juga, belum pernah ada di era kekuasaan manapun di Indonesia, menteri, gubernur, anggota parlemen, ketua
partai, pejabat tinggi negara, hingga pengusaha dijadikan tersangka pelaku kejahatan korupsi.(Bambang
Widjojanto,2016: 116-117). Korupsi pada hakikatnya merusak struktur pemerintahan dan pada umumnya menjadi
penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan sehingga berpengaruh besar terhadap iklim
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investasi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Korupsi merupakan produk dari sikap
hidup satu kelompok masyarakat yang menganggap uang sebagai ukuran kebenaran dan kekuasaan mutlak. Oleh
sebab itu, para koruptor yang kaya dan para politisi korup yang mempunyai kelebihan uang, selain menyandang
status sosial yang tinggi di lingkungan masyarakat, juga termasuk dari golongan elit yang berkuasa dan
dihormati.(Agus Kasiyanto, 2018: 1).

Betapa kejahatan korupsi ini menjadi hal yang sangat rumit untuk diberantas sampai ke akar-akarnya. Berbagai
pola dilakukan agar korupsi ini tidak subur dan tidak mengalir sebagai kejahatan kemanusiaan yang terorganisir dan
bergenerasi. Baik melalui penguatan kewenangan bagi penegak hukum dengan cara memperkuat piranti hukum dan
peraturan perundang-undangan yang menjadi penguat (legal authority), hingga kepada pengawasan penggunaan
keuangan negara (APBN dan APBD) di semua level institusi dan birokrasi dari tingkat pusat sampai ke tingkat
daerah sebagai wujud implementasi dari bunyi UUD Tahun 1945 yang dengan jelas menyebutkan bahwa negara
Indonesia adalah negara hukum. Artinya, semua penyelenggaraan ( UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)
menyebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sedangkan dalam Pasal 23 ayat (1) menyebutkan
bahwa: “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan
setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat”).

Negara harus didasarkan berdasarkan hukum, demikian juga, keuangan negara harus dijalankan sesuai hukum
dan peraturan perundang-undangan melalui mekanisme pengelolaan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan tidak boleh ada penyimpangan dengan jalan dikorupsi. Praktik kejahatan
korupsi yang terjadi secara meluas dan pada umumnya banyak dilakukan oleh oknum-oknum pejabat negara di
lingkaran birokrasi pemerintahan adalah potret dari buruknya sikap dan mental birokrat kita. Belum lagi, praktik
korupsi dalam pandangan anomi Durkheim merupakan bentuk penyimpangan tingkah laku yang disebabkan kondisi
ekonomi dalam masyarakat, dimana tujuan didalam mengejar kesuksesan semaksimal mungkin pada umumnya
diukur dari harta kekayaan yang dimiliki seseorang. Didalam mengejar kesuksesan tersebut, seseorang telah
menetapkan cara-cara (means), termasuk cara yang melanggar undang-undang (illegitimate means). (Romli
Atmasasmita, 2010: 35). Disamping karena keterdesakan ekonomi, praktik korupsi juga dilakukan karena faktor
keserakahan yang disebabkan gaya hidup mewah yang berlebihan, dan menjadikan jabatan sebagai sarana untuk
meraup keuntungan dengan cara-cara kotor dan tidak bertangggung jawab. Majalah Der Spiegel edisi Juli 1995 dan
majalah Fortune edisi Agustus 1995 telah memuat kerawanan kejahatan korupsi di negara kita, dimana peringkat
terjeleknya hampir sama dengan korupsi di RRC. Belum adanya perubahan etos penegakan hukum sejak jaman
Hindia Belanda hingga saat ini meskipun ada perubahan dari sisi undang-undang korupsi, namun etos penegakan
hukum belum berubah sepenuhnya, budaya penegakan hukum masih foedalistik, diskriminatif, dan terbingkai asas
opportunitas (Artidjo Alkostar, 2015: 32). Oleh sebab itu, diperlukan sikap optimis, keterpaduan dan kesamaan
tekad dari para penegak hukum, yakni KPK, Polri, dan Kejaksaan untuk memberantas kejahatan korupsi demi
menyelamatkan negara ini dari “pembajakan” korupsi yang sistemik dan masif.

Il. PERMASALAHAN

Sejarah pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah sejak jaman orde lama hingga saat ini,
menunjukan banyaknya permintaan kepada Mahkamah Y udisial, dapat memberikan petunjuk mengenai peluang dan
tantangan bagi penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

11l. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yang di lakukan mulai dari penelusuran sejarah
terhadap UU Tipikor hingga saat ini. Data sekunder yang dipergunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korups; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Termasuk dair literatur lainnya, seperti buku cetak dan media masa.Semua
data sekunder di analisis secara kualitatif dan disimpulkan seara deduktif.

IV. PEMBAHASAN
A. Pengertian korupsi
Korupsi dalam kacamata hukum normatif seperti yang disebutkan didalam pasal 2 UU Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan dalam Pasal 3



dijelaskan bahwa korupsi merupakan perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut Andi
Hamzah sebagaimana dikutip oleh Tjandra Sridjaja Pradjonggo, korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau
corruptus, atau dari bahasa latin yang lebih tua dengan istilah corrumpere. Kemudian, dari bahasa latin tersebut
diterjemahkan ke dalam bahasa bangsa-bangsa di Eropa, seperti corruption dan corrupt dalam bahasa Inggris,
corruption dalam bahasa Perancis, dan corruptie atau korruptie dalam bahasa Belanda. Dimana, dari bahasa-
bahasa tersebut jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mempunyai arti yang sangat buruk sekali, yakni:
kebusukan, keburukan, kebejatan, Kketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari
kesucian.(Tjandra Sridjaja Pradjonggo, 2010 :1). Dalam perspektif sosiologis, korupsi merupakan tindakan
desosialisasi atau tindakan yang tidak memperdulikan hubungan-hubungan dalam sistem sosial atau
mengabaikan kepedulian sosial karena korupsi disamping mementingkan kepentingan individu, juga
mengorbankan kepentingan dan hak-hak orang lain. Dalam perspektif sosiologi ini, korupsi dibagi menjadi 3
(tiga) model. Pertama, corruption by need atau korupsi yang dilakukan karena faktor kondisi, karena kalau tidak
korupsi maka tidak dapat hidup. Kedua, corruption by greed atau korupsi karena faktor keserakahan, meskipun
secara ekonomi sudah cukup. Ketiga, corruption by chance atau korupsi yang dilakukan karena ada
kesempatan. (Alfitra, 2014: 7).

Jeremy Pope mengartikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan
pribadi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di sektor publik-politisi, pegawai negeri yang menggunakan
kekuasaan dan wewenang sosial dengan tujuan memperkaya diri, atau bersama-sama dengan orang yang dekat
dengan mereka. Korupsi dalam pandangan Jeremy Pope ini difokuskan kepada korupsi administrasi, terutama
difokuskan pejabat publik yang memegang kontrol dan kekuasaan dalam kebijakan publik atau sebagai pegawai
birokrasi pemerintah. Sedangkan, praktik korupsi dalam sektor swasta dipahami dalam konteks hubungan kerja
dengan lembaga-lembaga sektor publik yang berdampak negatif terhadap kepentingan umum.(Jeremy Pope,
2008: 2).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengklasifikasi kejahatan yang diatur dalam Bab-Bab
tersendiri. Korupsi adalah bentuk kejahatan tercakup didalam Bab XXVIII tentang Kejahatan Jabatan. Dimana,
dalam pasal 413 sampai dengan pasal 437, mengatur (berisi) tentang penyalahgunaan jabatan dan suap. Pasal
413 dan pasal 414 KUHP menyangkut penyalahgunaan kekuasaan yang berdimensi politis, sedangkan pasal
415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 424, dan 425 KUHP menyangkut penyalahgunaan jabatan yang berdimensi
ekonomis dan atau administratif. Meskipun, KUHP tidak menyebutkan dengan jelas bahwa kejahatan jabatan
itu mengatur korupsi, tetapi dalam pengaturan korupsi selanjutnya, yaitu yang diatur dalam UU No. 24/1964,
UU No. 3/1971dirumuskan beberapa pasal tersebut sebagai yang termasuk dalam cakupan perbuatan
korupsi.(Ardtijo Alkostar, 2015 : 125-126).

Kejahatan korupsi yang terus bertambah dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa negara ini benar-benar
dalam kondisi yang memperihatinkan. Pencegahanpencegahan yang dilakukan oleh semua aparatur penegak
hukum dari masingmasing instansi (KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian).(Dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya, KPK diperkuat dengan UU N0.30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kepolisian didalam menjalankan tugas dan wewenangnya diperkuat dengan UU No. 2/2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia. Sedangkan, Kejaksaan didalam menjalankan tugas dan wewenangnya diperkuat
dengan UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia) melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi, seminar,
dan lokakarya untuk menghindari perilaku koruptif dalam pengelolaan keuangan negara, ternyata masih belum
sepenuhnya diikuti. Belum lagi, penindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum, terutama dari KPK,
ternyata tidak juga menjadi “momok menakutkan” bagi oknum pejabat negara, oknum politisi, oknum penegak
hukum, dan oknum pengusaha yang berkelindan dengan pejabat publik dan kekuatan partai politik untuk tidak
melalukan korupsi sebagai kejahatan (delik) dengan sanksi pidana yang berat.

Dalam catatan KPK, semenjak lembaga anti-rasuah ini didirikan pada tahun 2004 sampai dengan tahun
2017, kejahatan korupsi yang ditindak fluktuatif dan dominan meningkat. Pada tahun 2017, penindakan
terhadap pelaku kejahatan oleh KPK berjumlah 123 kasus, tetapi setidaknya per 31 Mei 2018 kejahatan korupsi
yang ditindak berjumlah 76 kasus atau mengalami penurunan sekitar 38,2 % dari tahun 2017. (Luthfia A Z
(2018) Data KPK angka penindakan Korupsi pada 2018 turun 412%. Dapat diakses di:
https://nasional.kompas.com/read/2018/12/10/15314821/data-kpk-angka-penindakan korupsi-pada-2018-turun-
412-persen, diakses pada 11 Januari 2019).

Sedangkan dalam catatan Indonesian Corruption Watch (ICW) seperti yang disampaikan oleh Wana
Alamsyah, staf Divisi Investigasi ICW, bahwa semester | 2016, ada 210 kasus korupsi yang ditindak oleh
penegak hukum dengan 500 orang yang ditetapkan sebagai tersagka. Sementara itu, pada semester | tahun 2017



ada 266 kasus yang ditindak dengan jumlah orang yang ditetapkan tersangka sebanyak 587 orang. Sedangkan,
kerugian negara yang timbul dari kasus korupsi pada semester | 2018 sebesar 1.09 triliun dan nilai suap 42.1
miliar. Modus kejahatan korupsi dalam pemetaan ICW sangat canggih dan variatif. Mulai dari penyalahgunaan
wewenang kekuasaan/jabatan, penyalah gunaan korupsi, mark up, tindakan suap, pungutan liar, penggelapan,
laporan fiktif. Menurut Wana, yang menjadi perhatian adalah penyalahgunaan wewenang kekuasaan/jabatan
meskipun terbilang hanya empat kasus korupsi, tapi nilai kerugian negara yang ditimbulkan menembus angka
569 miliar. (Reza J, (2018). Catatan ICW Soal Penindakan Kasus Korupsi Semester | 2018. Dapat diakses di:
https://nasional.kompas.com/read/2018/09/18/15475381/catatan-icw-soal-penindakan kasus-korupsi-semester-i-
2018, diakses pada 11 Januari 2019).

Lebih lanjut, upaya memberantas korupsi oleh Kejaksaan dalam 3 tahun terakhir menurut data ICW bahwa
pada semester | 2016, jumlah kasus yang ditangani sebanyak 133 kasus. Kemudian, pada semester | 2017,
jumlah kasus yang ditangani sebanyak 135. Sedangkan, pada semester | 2018, jumlah kasus korupsi yang
ditangani berjumlah 68 kasus dan mengalami penurunan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun
2016 dan tahun 2017. Dari total 68 kasus korupsi ini, jumlah kerugian negara sebesar 678 miliar dan nilai suap
Rp 32 juta. Disamping KPK dan Kejaksaan, jumlah penanganan kasus korupsi di Kepolisian menurut Wana
Alamsyah, pada tahun 2018 ada 41 kasus yang ditangani dengan total kerugian negara sebesar 77.2 miliar, nilai
suap sebesar 200 juta. Penanganan kasus korupsi di tahun 2018 ini mengalami penurunan yang cukup signifikan
bila dibanding tahun 2017 yang mencapai sekitar 140 kasus korupsi.(Zunita Putri. (2018). Penanganan korupsi
di kpk naik, turun di polri dan kejaksaan. Dapat diakses di: (https://news.detik.com/berita/4217511/icw-
Penanganan-korupsi-di-kpk-naik-turun-di-polri-dan-kejaksaan., diakses: 11 Januari 2019).

Dalam pernyataannya, Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan bahwa pertumbuhan Indeks Persepsi
Korupsi (IPK) di Indonesia pada saat ini paling tinggi dibandingkan negara-negara lain di dunia. Berbeda
dengan tahun 1998, dimana CPI (Corruption Perception Index) Indonesia justru paling rendah di ASEAN dan
berada jauh dibawah Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Dimana waktu itu, IPK Indonesia
sebesar 20, Filipina sebesar 33, Thailand sebesar 30 dan Malaysia mencapai skor 53, sementara IPK Singapura,
sudah meningkat lebih jauh dari negara kawasan. Namun seiring perkembangan waktu, IPK Indonesia
mengalami pertumbuhan yang tinggi meskipun belum ideal, yakni mencapai skor 37, jika dibandingkan dengan
Malaysia yang mana pada tahun 1998 sudah mencapai 53, malah turun jadi 47, Filipina yang pernah mencapai
33 kemudian naik 36 di tahun 1999, justru sekarang mengalami penurunan. Menurut Agus, pertumbuhan IPK
Indonesia dengan IPK negara lain yang memiliki karakter jumlah penduduk yang tinggi, seperti Vietnam,
Argentina, Brazil, Thailand, Nigeria dan China, justru Indonesia mengalami peningkatan skor sebanyak 17
poin, Vietnam sebanyak 10 poin, Argentina sebanyak 9 poin dan Nigeria sebanyak 8 poin, sedangkan China
yang menerapkan hukuman mati bagi koruptor, justru IPK nya hanya naik 6 poin. Artinya, pencapaian IPK
yang bagus di Indonesia meskipun belum ideal patut untuk diapreasiasi dan terus ditingkatkan. (Dylan A
Rahman (2018). Ketua KPK: Pertumbuhan Indeks Perseps Korupsi Indonesia Tertinggi di Dunia, dapat diakses
di: https://nasional.kompas.com/read/2018/12/04/10400111/ketua-kpk-pertumbuhan-indeks-persepsi-
korupsiindonesia-tertinggi-di-dunia, di akses 12 Januari 2018).

B. Peluang Penegakan Hukum Terhadap Koruptor Kiprah, langkah, dan strategi yang dilakukan oleh aparat
penegak hukum, terutama yang dilakukan oleh KPK terhadap pelaku kejahatan korupsi harus bersambut baik
dengan program pemberantasan korupsi oleh pemerintah, serta harus ada dukungan yang kuat dari semua
elemen masyarakat untuk terus memantau dan melaporkan kejahatan korupsi ini, baik dari timbulnya gejala,
sampai dengan praktik korupsi yang terjadi agar dapat ditindak dan diberantas demi penegakan hukum yang
berkeadilan.

Dalam upaya menegakkan keadilan dalam proses peradilan pidana, maka dituntut adanya konstruksi
hipotetis aturan hukum yang menjamin keadilan substantif agar kebenaran hukum hakiki tidak direduksi
melalui penerapan formal justice belaka. Hukum harus dihadirkan dengan sukma keadilan dan berspirit egaliter,
hingga berimplikasi terhadap penerapan asas equality before the law dalam proses penegakan hukum.(Ardtijo
Alkostar, 1997: 7). Hukum harus menjadi langit pelindung (sacred canopy) bagi semua warga negara Indonesia,
tidak ada tebang pilih, dan tidak ada diskriminasi. Penegakan hukum bagi pelaku kejahatan korupsi (koruptor)
adalah sematamata untuk melindungi bangsa dan negara ini dari keterpurukan dan kehancuran. Dalam
konsideran UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa korupsi
disamping sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga akan menghambat pertumbuhan
pembangunan yang berdampak buruk terhadap kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia serta melukai
rasa keadilan, dan mengenyampingkan substansi Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. Disamping itu
juga, dalam konsideran UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan


https://news.detik.com/berita/4217511/icw-
https://nasional.kompas.com/read/2018/12/04/10400111/ketua-kpk-pertumbuhan-indeks-persepsi-korupsiindonesia-tertinggi-di-dunia
https://nasional.kompas.com/read/2018/12/04/10400111/ketua-kpk-pertumbuhan-indeks-persepsi-korupsiindonesia-tertinggi-di-dunia

Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa kejahatan korupsi ini adalah kejahatan luar biasa yang lambat laun
akan “memakan habis” keuangan negara dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi
masyarakat secara luas. (Mohammad Amari dan Asep N. Mulyana, 2010: 8).

Menjadi sebuah keniscayaan dan juga tidak kalah penting manakala dalam upaya pemberantasan korupsi
yang terus menerus dilakukan harus ada dukungan dari berbagai pihak. Terciptanya satu tekad bersama untuk
“membenci dan mengutuk” perbuatan korupsi yang “dibudayakan” dalam lingkungan masyarakat dengan
tujuan supaya peluang mengatasi korupsi sudah dimulai sejak dini, melalui pencegahan-pencegahan (preventif)
di luar kewenangan para penegak hukum yang lebih efektif mengatasi persoalan korupsi dari aspek penindakan
(represif). Budaya membenci dan mengutuk perilaku korupsi ini harus dilakukan secara masif dan terintegrasi
yang dilakukan oleh semua elemen bangsa, baik dari pemerintah, penegak hukum, pegiat antikorupsi dari
kalangan mahasiswa dan organisasi masyarakat civil maupun masyarakat umum yang konsern terhadap
pemberantasan korupsi. Disamping itu juga, peran media yang bebas didalam memberitakan kejahatan korupsi
harus pula ditingkatkan agar informasi tentang kejahatan korupsi benar-benar diketahui oleh publik secara
komunal.

Aspek penting lainnya, upaya menciptakan “shock therapy” bagi para pelaku kejahatan korupsi adalah
dengan dimunculkannya pidana penjara yang lebih berat dari sekedar kejahatan korupsi yang dilakukan, disertai
pula dengan pidana denda yang berlipat. Hal ini bisa dilakukan oleh para penegak hukum, terutama Pengadilan
yang bebas dan independen (tidak terpengaruh) dari intervensi kekuasaan dan kekuatan manapun agar bisa
memvonis pelaku kejahatan korupsi dengan vonis pidana yang seberat-beratnya agar tidak lagi mengulang
kejahatannya, serta untuk mencegah timbulnya kejahatan korupsi pada masa-masa mendatang.

Dalam Kajian teori tujuan relatif hukum pidana — pidana diterapkan — berusaha untuk mencegah kesalahan
pada masa mendatang. Dalam artian, pidana merupakan sarana untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dengan
dijatuhkannya sanksi pidana, diharapkan penjahat potensial mengurungkan niatnya karena ada perasaan takut
akan akibat yang dilihatnya dan bagi pelaku yang sudah dipidana nantinya tidak akan mengulangi lagi
perbuatan jahatnya.(Teguh Prasetyo, 2018: 15). Oleh sebab itu, jika pidana yang berat diterapkan kepada para
pelaku kejahatan korupsi, maka akan timbul perasaan takut dalam benak masyarakat Indonesia untuk
melakukan korupsi sebagai kejahatan yang berdampak luas dan berakibat berat terhadap pelakunya dari sisi
hukum pidana.

C. Tantangan Penegakan Hukum dari Rezim Orde Lama Hingga Sekarang

1. Era Orde Lama

Rekam jejak sejarah jaman orde lama didalam memberantas korupsi bisa dilihat dari pembentukan
Badan Koordinasi Penilik Harta Benda (BKPHB) yang diperkuat melalui legalitas-formal berupa Peraturan
No. PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi kemudian diperkuat dengan Peraturan Penguasa
Perang Angkatan Darat No. Prt/Perpu 013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi, yang mana
kewenangan tersebut dilakukan oleh Kepala Staf Angkatan Darat selaku penguasa militer untuk daerah
kekuasaan angkatan darat. Disamping BKPHB, pada tahun 1959 sampai 1962 pada masa kabinet Ali
Sastroamidjojo yang ke-2, dibentuklah Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan) yang
difokuskan kepada pencegahan korupsi, terutama di lingkungan birokrasi yang diperkuat berdasarkan
Peraturan Presiden Indonesia No. 1/1959. Adapun Bapekan ini terbentuk bermula dari cikal bakal
terbentuknya Panitia Organisasi Kemasyarakatan (PANOK) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang
diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 30/1957, dimana kedua institusi tersebut langsung dibawah
kendali dan bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1960-1963
dibentuklah Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran) | yang diperkuat melalui Keputusan Presiden No.
10/1960. Salah satu keberhasilan Paran | ini adalah terbentuknya Peraturan Presiden No. 5/1962 tentang
Peraturan Tata Tertib Aparatur Pemerintah Negara Tingkat Tertinggi. Namun, dalam perjalanannya waktu,
Paran | banyak ditentang oleh para pejabat negara karena dianggap kontroversi dengan melakukan
pendataan kekayaan pejabat negara, dimana semua pejabat negara diwajibkan mengisi formulir tentang
kekayaannya. Hal tersebut ditentang karena dianggap tidak mempunyai legitimasi hukum yang jelas, karena
pejabat negara hanya bertanggung jawab kepada pimpinan tertinggi, yakni kepada Presiden bukan kepada
Paran. Setelah Paran banyak ditentang, kemudian pada tahun 1963 dibentuk sebuah lembaga antikorupsi
yang diberi nama Operasi Budi yang diperkuat dengan Keputusan Presiden No. 277/1963. Tugas dari
lembaga ini adalah meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja Pengadilan. Sasaran kerja Operasi Budi
difokuskan kepada perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya. Dalam rentang
waktu 3 (tiga) bulan, lembaga ini mampu menyelamatkan keuangan negara sebesar 11 miliar, suatu jumlah
yang cukup fantastis pada waktu itu. Namun, keberhasilan-keberhasilan Operasi Budi bukan malah



mendapatkan apresiasi, tetapi sebaliknya, pada tahun 1964, lembaga ini justru dibubarkan karena dianggap
mengusik Direktur Perusahaan Dagang Negara Harsono Reksoatmodjo yang merupakan orang dekat
Presiden Soekarno. Disamping itu juga, alasan pembubaran Operasi Budi karena ada intervensi kekuatan
politik dan menuntut agar lembaga ini dibubarkan, dan diganti dengan Komando Retooling Aparatur
Revolusi (Kotrar). Kotrar ini diperkuat dengan Keputusan Presiden No. 98/1964, dimana ketua lembaga
antikorupsi ini langsung Presiden Soekarno sendiri yang memimpin, dengan dibantu oleh 3 (orang) yakni,
Soebandrio, Ahmad Yani, dan Wiriadinata sebagai bawahannya. Tapi, lembaga ini tidak begitu
menunjukkan taringnya sebagai lembaga antikorupsi yang hebat, malah sebaliknya, lebih stagnan
dibandingkan BKPHB, Bapekan, Paran I, Paran I11/Operasi Budi. Bahkan, Wikipedia memberikan catatan
tajam, bahwa kerja retooling Kotrar lebih bernuansa politis dengan menyingkirkan birokrat yang tidak
sehaluan dengan partai politik yang memerintah (the ruling party) atau bisa dikatakan tidak sejalan dengan
rezim pemerintahan kala itu.(Denny Indrayana, 2016: 11-20).

2. Era Orde Baru

Berbeda dengan era orde lama, pemberantasan korupsi di era orde baru lebih dimulai dengan
pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) sebagai titik balik dari pidato kenegaraan pertama
Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus Tahun 1967 yang mengkritik habis kebijakan-kebijakan orde
lama Kkarena dianggap tidak mampu memberantas korupsi. Pembentukan TPK ini diperkuat dengan
Keputusan Presiden No. 228/1967. Sesungguhnya, cikal bakal sejarah pembentukan Tim Pemberantasan
Korupsi (TPK) ini sudah dimulai sejak tahun 1960 dengan dirumuskannya konstruksi hukum berupa UU
No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Salah
satu upaya yang dilakukan adalah melancarkan “Operasi Budi” yang difokuskan terhadap pengusutan
karyawan-karyawan ABRI yang korupsi. Pada saat itu, perusahaan-perusahaan Belanda diambil alih
dijadikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipimpin oleh para Perwira ABRI.

Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) tersebut dipimpin langsung oleh Jaksa Agung sebagai ketua,
dengan tim penasihat Menteri Kehakiman dan Panglima Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL),
Angkatan Udara (AU), Kapolri. Tugas dari TPK ini adalah membantu pemerintah didalam memberantas
korupsi dengan kewenangan tidak hanya pada aspek pencegahan tetapi juga penindakan, sebagaimana
bunyi Keppres yang mengamanahkan 2 (dua) hal didalam memberantas korupsi, yakni “represif’ dan
“preventif”. Represif dimaksudkan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan tindakan-
tindakan hukum secara cepat dan tegas sesuai dengan peraturanperaturan hukum yang berlaku. Sedangkan,
preventif dilakukan dengan cara memberi saran kepada pemerintah agar melakukan tindakan administratif
maupun tindakan lainnya untuk mencegah atau mengurangi timbulnya korupsi. Kewenangan lain yang ada
pada TPK, selain represif dan preventif adalah kewenangan untuk memimpin, mengoordinir, dan
mengawasi semua aparat penegak hukum sipil maupun militer yang melakukan penyelidikan, penyidikan,
dan penuntutan kasus korupsi, baik yang dilakukan oleh sipil maupun ABRI. Dua tahun setelah terbentuk,
Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) mengklaim telah berhasil mengerjakan 177 perkara korupsi, dimana
144 perkara sudah diselesaikan dan diserahkan kepada Pengadilan, sedangkan 37 perkara lainnya masih
dalam proses sebelum tahap persidangan. Adapun kasus yang dapat diungkap oleh TPK adalah kasus
korupsi Letnan Jenderal Siswadji mantan Deputi Kapolri tahun 1970-an, dengan total sebesar 4,8 milyar;
kemudian kasus korupsi Budiadji mantan Kepala Depot Logistik (Dolog) Kalimantan dengan nilai korupsi
sebesar 7,6 milyar; dan kasus korupsi Endang Widjaja, pimpinan PT. Jawa Building dengan nilai korupsi
sebesar 14 milyar.

Walaupun klaim keberhasilan TPK dengan membongkar kasus-kasus korupsi pada jamannya, tapi
TPK ini masih belum ada keberanian untuk masuk dan membongkar kasus-kasus korupsi yang melibatkan
petinggi-petinggi di lingkaran penguasa kala itu. Tim ini, dianggap tidak mampu untuk masuk dan
memproses kasus korupsi berskala besar yang terjadi di lingkaran Pertamina dan pupuk bimas (Coopa).
Praktik korupsi yang sudah meluas yang melibatkan para oknum jenderal yang merupakan orang-orang
penting dalam perjuangan kemerdekaan maupun dalam pembentukan pemerintahan orde baru. Jika,
pemberantasan korupsi dilakukan dengan tegas, maka banyak oknum-oknum pejabat penting yang harus
ditangkap dan mereka-mereka itu adalah teman seperjuangan presiden yang masuk di lingkaran penguasa
orde baru. Disamping tidak ada keberanian (tidak bernyali) memberantas praktik korupsi di lingkaran
orang-orang dekat presiden, desain kelembagaan TPK ini pun dianggap tidak ideal karena terdiri atas
elemen yang tidak independen dengan menempatkan Jaksa Agung sebagai ketua, padahal di internal
Kejaksaan Agung ruang lingkup kerjanya sudah sangat luas, seperti penanganan penyelundupan,
manipulasi, dan kasus-kasus kejahatan lainnya yang merugikan keuangan negara di luar tugas TPK yang



juga sama-sama harus dituntaskan. Akhirnya, meskipun dengan kewenangan yang ada pada TPK ini cukup
kuat, tetapi karena kelembagaannya tidak independen, maka rekam jejak TPK ini didalam memberantas
praktik korupsi tidak cukup maksimal dan masa depan tim ini tidak jelas. Meskipun TPK ini tidak
dibubarkan, namun eksistensinya semakin tidak jelas atau sengaja dimandulkan.(Denny Indrayana, 2016:
24).

Gelombang protes terhadap keberadaan TPK yang dianggap kurang maksimal ini menginisiasi
presiden Soeharto untuk membentuk tim antikorupsi baru. Pada tahun 1970, tepatnya tanggal 31 Januari,
presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 1970 tentang Komisi 4 yang
diketuai oleh Wilopo yang beranggotakan 3 (tiga orang) yakni, IJ Kasimo, Johannes, dan Anwar
Tjokroaminoto, kemudian ditambah Dr. Moh. Hatta sebagai penasehat. Adapun tugas dari Komisi 4 ini
difokuskan kepada penelitian dan penilaian terhadap kebijaksanaan dan hasil-hasil yang telah dicapai
dalam pemberantasan korupsi dan memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaan
yang masih diperlukan dalam pemberantasan korupsi. Tugas-tugas ini diperkuat melalui diktum ketiga
Keppres No. 12/1970 yang tidak lain hanya berupa tugas normatif yang mempaosisikan Komisi 4 ini hanya
sebagai pemikir, bukan sebagai tim penindakan dan penegakan hukum sebagaimana layaknya tim
pemberantas korupsi.

Selama kurang lebih 5 (lima) bulan bekerja, Komisi 4 menyampaikan hasil kerjanya kepada presiden
tentang saran-saran didalam mempercepat pemberantasan korupsi, yaitu: Pertama, sebab-sebab dan
kemungkinan meluasnya korupsi dengan indikator pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi,
penyalahgunaan kesempatan untuk memperkaya diri sendiri dan menyalahgunakan kekuasaan untuk
memperkaya diri. Disamping itu juga, dalam kajian Komisi 4, indikator lain yang memungkinkan
meluasnya praktik korupsi dengan meningkatnya kegiatan dalam ekonomi pembangunan seperti meluasnya
perkreditan, bantuan luar negeri, penanaman modal asing dan lain sebagainya. Kedua, kesigapan penegak
hukum (tindakan represif), dimana Komisi 4 menyarankan agar alat-alat penuntut umum bertindak sigap
dalam memberantas korupsi, adanya penyempurnaan tubuh Tim Pemberantasan Korupsi, adanya prioritas
penanganan dan penindakan terhadap perkaraperkara Coopa, CV Waringin, PT Mantrust, Departemen
Agama, dan PN Telekom. Ketiga, langkah preventif untuk pemberantasan korupsi melalui langkah-
langkah, seperti menyempurnakan struktur dan prosedur administrasi negara; menyempurnakan prosedur
dan pengawasan pengadaan oleh pemerintah; larangan penerimaan retur komisi; inventarisasi kekayaan
negara; pengawasan yang bersifat preventif dan represif agar benar-benar dilaksanakan; pengaturan
kembali mengenai penjualan rumah-rumah dinas dan larangan penyewaan barang-barang milik negara;
menyimpan pendapatan valuta asing yang diterima pada bank-bank pemerintah di dalam negeri serta
adanya keterangan tentang penyimpanannya harus dilakukan oleh pejabat/petugas resmi; pengawasan yang
lebih ketat terhadap kegiatan Bea & Cukai dan Pajak; dan penertiban penyimpanan uang negara. Keempat,
masalah-masalah khusus untuk penanganan kasus di Pertamina, masalah perkayuan, dan Bulog.

Setelah Komisi 4 menyampaikan sarannya, maka pemerintah menganggap bahwa tugas dari Komisi 4
sudah berakhir. Oleh karena itu, pada tahun 1970, presiden Soeharto menerbitkan Keppres No. 50/1970
untuk membubarkan institusi ini yang hanya berumur 7 (tujuh) bulan saja. Sedangkan saran-saran yang
disampaikan oleh Komisi 4 ini sama sekali tidak diindahkan oleh presiden. Tidak adanya keseriusan untuk
mengusut tuntas kasus-kasus korupsi kakap yang terjadi di internal Departemen Agama, Bulog, CV
Waringin, PT Mantrust, PN Telkom, dan Pertamina, adalah bukti bahwa saran-saran dari Komisi 4 hanya
menjadi konsep, tidak dijalankan dalam praktik empiris. Belum lagi, ketidakseriusan pemerintahan orde
baru didalam merevitalisasi komposisi keanggotaan TPK merupakan bukti kalau Tim pemberantasan
korupsi sengaja dihilangkan secara perlahan-lahan.

Melihat penanganan dan penindakan korupsi yang semakin meluas di era pemerintahan orde baru tidak
kunjung maksimal dijalankan, maka arus gerakan di kalangan masyarakat sipil, terutama di kalangan
mahasiswa dan gerakan antikorupsi semakin gencar. Salah satu gerakan di kalangan mahasiswa di Jakarta
saat itu dengan menggunakan nama “Mahasiswa Menggugat” yang dipelopori oleh Arief Budiman dan
gerakan antikorupsi di Bandung dengan nama “Bandung Bergerak” yang dipublikasi oleh media massa
secara luas pada saat itu. Dari gerakan-gerakan ini pula, muncul inisiatif untuk membentuk Komisi Anti
Korupsi (KAK) sebagai reaksi kekecewaan mahasiswa terhadap tim-tim khusus bentukan pemerintah,
mulai dari TPK sampai pada Komisi 4. Anggota KAK ini terdiri dari aktivis mahasiswa eksponen 66,
dengan strategi melakukan kegiatan diskusi dengan beberapa elemen partai politik dan bertemu dengan
presiden. Namun, belum terlihat hasil yang dicapai, KAK ini justru dibubarkan pada 15 Agustus 1970 atau
hanya bertahan seumur jagung, yakni 2 (dua) bulan dari pembentukannya.(Denny Indrayana, 2016: 24-27).



Setelah pembubaran Komisi 4 pada tahun 1970, pelembagaan antikorupsi relatif tidak ada lagi dan
nasib dari TPK semakin kabur dan tidak jelas. Baru pada tahun 1977 melalui Instruksi Presiden (Inpres)
No. 9/1977, presiden Soeharto membentuk Operasi Penertiban (Opstib), dimana Opstib ini bukanlah suatu
institusi, tapi lebih kepada suatu bentuk operasi untuk menertibkan banyaknya penyimpangan, khususnya
pungutan liar yang banyak dilakukan oleh oknum aparatur negara. Boleh dikatakan, bahwa Opstib ini
adalah upaya pemberantasan korupsi secara ad hoc yang dijalankan oleh rezim orde baru karena instrumen
hukum dalam bentuk Inpres No. 9/1977 merujuk kepada UU Antikorupsi No. 3/1971, disamping juga UU
No. 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, mengingat Opstib ini difokuskan kepada operasi yang
menyasar Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan penyimpangan.

Dibandingkan dengan lembaga antikorupsi yang berumur cukup singkat, Opstib ini justru lebih
bertahan lama sampai 4 (empat) tahun dengan klaim keberhasilan kinerja penyelamatan uang negara sekitar
200 milyar dari berbagai data kasus yang berbeda. Opstib ini pun mengklaim bahwa ada sekitar 6 ribu
pegawai yang dikenakan sanksi, ada juga sumber yang menyatakan bahwa sejak Opstib ini dibentuk mulai
tahun 1977-1981 telah berhasil menangani kasus berjumlah 5.285 ribu dengan jumlah 8.026 ribu orang
dikenakan sanksi administratif; 920 orang dikenakan tindakan hukum, dan 240 orang dikenakan tindakan
lainnya. Disisi lain, dimunculkannya kasus korupsi besar, seperti: kasus korupsi di Maber Polri dengan
penyelewengan uang negara berkisar 4,8 milyar; kasus Pluit dengan dugaan pelaku Endang Wijaya yang
berhasil mengambil uang negara sebesar 22 milyar; dan kasus Arthaloka yang diketahui pada tanggal 11
Agustus 1978 dengan mengendus ketidakberesan dalam pengadaan tanah dan pembangunan gedung
Arthaloka sebesar Rp. 975.193.129 oleh perusahaan PT MRE yang merupakan perusahaan real estate.

Pada tahun 1982, presiden Soeharto kembali membentuk Tim Pemberantas Korupsi (TPK), dimana
pada tahun 1967 pada masa awal pemerintahan orde baru, TPK ini sudah dibentuk yang kemudian
dibiarkan tenggelam secara perlahan-lahan. Anehnya, TPK Jilid Il ini dibentuk tanpa dasar hukum yang
jelas, meskipun anggota dari TPK Jilid 11 ini terdiri dari Menpan JB Sumarlin, Pangkopkamtib Sudomo,
Ketua MA Mudjono, Menteri Kehakiman Ali Said, Jaksa Agung Ismail Saleh, dan Kapolri Jenderal
Awaludin Djamin. Alhasil, nasib TPK Jilid Il ini justru lebih tidak jelas dari TPK sebelumnya yang pernah
dibentuk karena disamping dasar hukumnya tidak jelas, juga tidak adanya rumusan Kinerja yang jelas,
hingga berimplikasi terhadap Tim ini yang tidak mempunyai hasil didalam memberantas korupsi. (Denny
Indrayana, 2016: 27-29).

3. Era Reformasi sampai saat ini.

Kegagalan demi kegagalan didalam memberantas korupsi di era orde lama dan orde baru adalah fakta
sejarah (the fact history) yang mengilhami tuntutan pemberantasan korupsi di era reformasi yang disebut
dengan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Bersama-sama dengan amandemen UUD 1945 dan
penghapusan dwifungsi ABRI, pemberantasan korupsi adalah amanat gerakan reformasi. Di era reformasi
inilah, UU No. 3/1971 diganti dengan UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
yang kemudian diubah menjadi UU No. 20/2001 dan diperkuat dengan ratifikasi United Nations
Convention Against Corruption (UNCAC) melalui UU No. 7/2006.

Dalam rangka menjawab aspirasi publik didalam menjalankan pemberantasan korupsi sebagai salah
satu agenda mutlak reformasi, maka pada era kepemimpinan Abdurrahman Wahid pada tahun 2000-an
dibentuklah Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang disebut dengan TGTPK. Tim
ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19/2000 tentang TGTPK, dimana PP ini mengatur
bahwa TGTPK berada dibawah koordinasi Jaksa Agung yang kala itu dijabat oleh Marzuki Darusman.
Kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung tertanggal 23 Mei 2000, TGTPK ini disahkan
dengan jumlah personel sebanyak 25 orang yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, dan masyarakat,
dan diketuai oleh Adi Andojo Soetjipto, mantan Ketua Muda Mahkamah Agung RI.

Ruh hukum yang tertuang dalam Pasal 1 PP No. 19/2000 sebagai sebagai legalitas formal dari TGTPK
ini memberikan kekuatan lebih untuk membongkar kasus-kasus korupsi yang sulit pembuktiannya. Tetapi,
PP tersebut dianggap lemah dalam norma hukum. Terbukti, PP ini diserang oleh 3 (tiga) orang Hakim
Agung yang pernah diperiksa oleh TGTPK, melalui Judicial Review ke Mahkamah Agung (MA). Melalui
putusan Nomor 03P/HUM/2000, MA mengabulkan Judicial Review tersebut dengan argumentasi hukum
bahwa materi muatan hukum dalam PP tersebut harusnya diatur dalam UU, sehingga materi muatan hukum
PP tersebut dianggap melampaui kewenangan karena mengatur muatan hukum yang seharusnya diatur
dalam UU. Dan, putusan MA tersebut membawa konsekuensi terhadap dibubarkannya TGTPK pada tahun
2001.



Perlawanan demi perlawanan terhadap pemberantasan korupsi memberikan pelajaran bagi kita semua
bahwa memberantas korupsi itu bukan hal yang mudah. Disamping ancaman fisik yang dihadapi, upaya
pelemahan bahkan pembubaran lembaga antikorupsi dilakukan melalui serangan hukum dengan
permohonan uji materi atas norma hukum antikorupsi. Bubarnya TGTPK karena disinyalir tidak kuat
secara hukum, Indonesia berhasil melahirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dasar hukum
berupa UU yang lebih kuat daripada PP. tetapi, sejarah membuktikan bahwa perlawanan untuk
membubarkan KPK ini bisa dilihat dari belasan kali uji konstitusionalitas atas UU KPK, dan upaya
pelemahan lainnya melalui revisi UU KPK di Parlemen.

Beda rezim Abdurrahman Wahid dengan TGTPK, rezim Megawati dengan KPK, dan rezim Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(TimTasTipikor) yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 11/2005 tertanggal 2 Mei 2005. Tim ini terdiri
dari 48 orang yang berasal dari unsur kepolisian, kejaksaan, dan BPKP yang diketuai oleh Hendarman
Supandji, Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), dengan masa tugas selama 2 (dua) tahun dan
dapat diperpanjang. Tim ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan tiap 3 (tiga) bulan sekali
melaporkan perkembangan kinerja kepada Presiden. Ada 2 (dua) tugas utama yang harus dijalankan oleh
Tim ini, yaitu: Pertama, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan
hukum acara yang berlaku terhadap kasus dan/atau indikasi terhadap tindak pidana korupsi (tipikor).
Kedua, mencari dan menangkap pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi serta
menelusuri asetnya dalam rangka pengembalian uang negara secara optimal.

Didalam Keppres No. 11/2005 secara eksplisit menyebutkan bahwa didalam menjalankan tugas dan
kewenangannya, TimTasTipikor bekerjasama dan/atau berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan,
Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Ombudsman
Nasional, dan instansi pemerintah lainnya dalam rangka penegakan hukum dan pengembalian keuangan
negara akibat tindak pidana korupsi. Tetapi, setelah 2 (dua) tahun kemudian, yakni pada akhir bulan Mei
2007, Presiden SBY memutuskan untuk tidak memperpanjang masa kerja TimTasTipikor dan memilih
untuk membubarkan Tim ini melalui Keppres No. 10/2007 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran
TimTasTipikor. Selama 2 (dua) tahun bekerja, TimTasTipikor telah menghabiskan dana sekitar 25 milyar
dari alokasi dana sebesar 41,2 milyar yang dipergunakan untuk menangani pelaporan 280 kasus, yang
terdiri dari pengaduan dugaan korupsi dari Sekretaris Kabinet sebanyak 45 kasus, kasus dari Kementerian
Negara BUMN sebanyak 2 kasus, dan dari masyarakat sebanyak 233 kasus. Tim ini menangani sebanyak
72 kasus dari aduan kasus-kasus yang disampaikan. Dari total 72 kasus yang ditangani, Pengadilan telah
memutuskan 7 perkara, 2 kasus dalam tahap banding dan kasasi, 11 perkara tuntutan, 13 disidik, dan 39
kasus dalam tahap penyelidikan. Tim juga mensupervisi 208 laporan masyarakat di daerah. Dari
penanganan kasus-kasus tersebut, Hendarman Supandji selaku ketua TimTasTipikor mengklaim telah
menyelamatkan uang negara sebesar 3,946 triliun. Di daerah, aset dan uang telah diselamatkan sekitar
4,105 milyar. Adapun kasus-kasus yang ditangani Tim ini antara lain: korupsi Dana Abadi Umat di
Departemen Agama, korupsi pengalihan Hak Guna Bangunan Hotel Hilton di kawasan Senayan yang
merupakan aset Setneg, korupsi fasilitas direksi PT Pupuk Kaltim, dan korupsi di PT Jamsostek. Namun,
keberhasilan TimTasTipikor ini diragukan oleh para pegiat antikorupsi, salah satunya oleh ICW, dan
meminta agar Tim ini dibubarkan dan pemberantasan korupsi sepenuhnya diberikan kepada KPK, karena
menurut ICW, keberadaan TimTasTipikor ini justru menghambat agenda pemberantasan korupsi dan
menjadi pesaing bagi KPK yang seharusnya lebih diperkuat oleh pemerintah tanpa harus membentuk tim
ad hoc lainnya. (Denny Indrayana, 2016: 32-24).

Dilema pembentukan lembaga antikorupsi berikut pembubarannya oleh masing-masing rezim
pemerintahan yang berkuasa menjadi memori yang tidak hilang di benak publik Indonesia sebagai sebuah
fakta sejarah kelam dari pemberantasan korupsi. Berbagai serangan yang dilakukan oleh para koruptor
semakin canggih, terpola, terstruktur dan sistemik, mulai dari adanya intervensi penguasa, serangan yang
lazim (konvensional) dalam bentuk suap kepada para penegak hukum oleh para koruptor agar vonis kasus
korupsi menjadi ringan atau bahkan bebas, sampai pada hal yang tidak lazim, yakni serangan yang
dianggap sebagai pembenar secara hukum dalam bentuk pengujian norma hukum terhadap legalitas formal
pembentukan lembaga antikorupsi melalui Judicial Review ke Mahkamah Agung, yang pada akhirnya
membuat lembaga antikorupsi menjadi stagnan dan bubar secara perlahan-lahan.

C. Memperkuat Eksistensi KPK.
Tekad bulat untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) adalah salah satu amanat mutlak
gerakan reformasi dimulai dengan tumbangnya rezim orde baru. Lahirnya Tap MPR Nomor XI/MPR/1998



tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Melalui ketetapan ini pula, dirumuskan norma
pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara yang awalnya menjadi kewenangan Komisi Pemeriksa
Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), dimana eksistensi dan kewenangannya sebagai lembaga
independen diatur dalam UU No. 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Tetapi,
rekam jejak sejarah mengabadikan bahwa KPKPN ini hanya bertahan cukup singkat dan terpaksa harus bubar
karena secara prosedur hukum tata negara mengubah politik hukum pemberantasan korupsi adalah suatu hal
yang tidak otomatis bertentangan dengan konstitusi. Maka, melahirkan dan menghilangkan KPKPN
merupakan kebijakan hukum yang terbuka (open legal policy), dan terbukti, KPKPN harus “terkubur” melalui
kebijakan hukum meskipun kewenangannya tetap dilakukan oleh KPK yang terbentuk kemudian. Dengan
demikian, likuidasi KPKPN melalui pengesahan UU KPK pada tahun 2003 adalah bukti bahwa proses legislasi
dapat menjadi pintu masuk untuk melemahkan agenda pemberantasan korupsi — meskipun dalam hal ini —
pembentukan KPK sebagai lembaga antikorupsi jauh lebih kuat dan berintegritas. (Denny Indrayana, 2016:
34).

Eksistensi KPK sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun
didalam menjalankan tugas dan kewenangannya diatur didalam Pasal 3 UU No. 30/2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Disamping itu, tugas dan wewenang KPK diatur didalam UU No.
30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus didukung oleh semua pihak agar
Indonesia benar-benar menjadi negara yang bersih dan bebas dari praktik-praktik korupsi menggurita. Upaya
pelemahan terhadap KPK melalui berbagai macam modus harus dilawan dan dihentikan. Strategi pelemahan
yang dianggap prosedural secara hukum dilakukan oleh beberapa pihak yang tidak menghendaki KPK
bertahan lama dan secara bertubi-tubi memberantas korupsi di Indonesia, yaitu dengan cara mengajukan uji
materi (judicial review) UU KPK kepada Mahkamah Konstitusi. Menurut Muhammad Tanziel Aziezi, ada 21
(dua puluh satu) kali uji materi terhadap UU KPK yang diajukan ke MK (Aida M. (2018). Sejak MK Berdiri,
iniah uu yang banyak diuji dan dikabulkan. Dapat di akses:
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a50a563ae78e/sejak-mk-berdiri--ini-uu-yang-terbanyak-
diujidan-dikabulkan, diakses 16 Januari 2019), dan hal ini menunjukkan, bahwa pelemahan kepada lembaga
antikorupsi ini dilakukan dari semua sisi dan semua kesempatan.

Tidak cukup melalui uji materi, upaya pelemahan hukum terhadap eksistensi KPK dilakukan melalui
revisi UU KPK di Parlemen (legislative review), meskipun revisi UU KPK ini benar secara hukum, tetapi
maksud pelemahan KPK melalui revisi ini bertentangan dengan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945,
dimana spirit proklamasi disamping membebaskan negara Indonesia dari penjajahan kolonial, juga
memerdekakan Indonesia dari bentuk kejahatan dan kezaliman — termasuk korupsi — sebagai kejahatan
kemanusian luar biasa. Jika, pelemahan dalam bentuk revisi UU KPK sudah bertentangan dengan Proklamasi,
maka bertentangan pula dengan UUD 1945 sebagai konstitusi, karena Proklamasi ada lebih dahulu daripada
konstitusi, serta mempunyai semangat moralitas hukum yang sama dan sebangun dengan konstitusi.(Denny
Indrayana, 2018: 36).

Dengan demikian, menurut penulis, ada 5 (lima) strategi penguatan kelembagaan dan pemberian
kewenangan yang lebih luas kepada KPK, yaitu: Pertama, adanya hak imunitas terhadap pimpinan KPK
maupun pegawai yang ada di KPK selama menjalankan tugasnya dan selama berada (menjadi bagian) di KPK
agar fokus pemberantasan korupsi benar-benar berjalan maksimal yang dirumuskan lebih detail dalam UU
KPK. Kedua, pembatasan dan bahkan menutup terhadap upaya “praperadilan” bagi tersangka korupsi yang
ditangkap, dan ditahan oleh KPK sebagai efek jera bagi pelaku kejahatan korupsi dan juga menjaga marwah
KPK didalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberantas korupsi — meskipun pembatasan dan
bahkan menutup upaya “praperadilan” ini — bertentangan dengan pasal 77 KUHAP. Ketiga, adanya regulasi
untuk membatasi dan bahkan menutup bantuan hukum bagi pelaku korupsi karena faktor keserakahan
(corruption by greed) dalam setiap tingkat pemeriksaan, bukan korupsi karena faktor kebutuhan/keterdesakan
(corruption by need) dan korupsi karena faktor adanya kesempatan (corruption by chance). Meskipun, hal ini
terkesan ada diskiriminasi dan menyimpang dari Pasal 54 KUHAP, tetapi dalam rangka memberantas korupsi,
maka membatasi pemberian bantuan hukum kepada pelaku kejahatan korupsi karena keserakahan adalah
sangat penting. Dalam hal ini, Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Mohammad Amari dan Asep N.
Mulyana, menyarankan adanya tusukan-tusukan (in-roads) dalam prosedur hukum yang berlaku terhadap
kejahatan korupsi sebagai extra ordinary crimes dengan memunculkan keberanian membuat putusan untuk
mengadakan prosedur luar biasa (extra ordinary measures), dan juga perlunya dibangun kultur kebersamaan
(corporate culture) dalam proses peradilan. Para Hakim, Jaksa, dan Advokat hendaknya membangun suatu
kebersamaan keyakinan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang sudah sangat merusak banyak aspek bangsa
ini.28 Oleh karena itu, membatasi dan bahkan menutup bantuan hukum terhadap koruptor adalah hal yang
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niscaya. Keempat, perlunya konstruksi hukum formil berupa Hukum Acara Khusus Tindak Pidana Korupsi
yang mengatur prosedur penyelidikan, penyidikan, penahanan, dan penuntutan dengan tidak lagi “menempel”
kepada UU No0.8/1981 tentang Hukum Acara Pidana. Mengingat, UU No. 30/2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah hukum materiil khusus, maka sudah sepatutnya ada Hukum
Acara Pidana Khusus kasus korupsi sebagai hukum formilnya. Kelima, diperlukan adanya perwakilan KPK di
tiap-tiap Provinsi se Indonesia sebagai implementasi dari Pasal 19 angka 2 UU No. 30/2002 tentang KPK
untuk memudahkan penindakan kasus-kasus korupsi yang terjadi di Provinsi dan di Daerah (Kabupaten/Kota).
Selama ini, banyak kejahatan korupsi yang terjadi di Daerah secara berjamaah, salah satu contoh tentang kasus
korupsi 41 (empat puluh satu) anggota DPRD Kota Malang yang terjadi di tahun 2018 yang dilakukan oleh
KPK, meskipun penanganannya sudah on the track, tetapi butuh kerja ekstra dari para Komisioner KPK. Oleh
sebab itu, adanya kantor perwakilan KPK di tiap Provinsi adalah hal urgen yang harus direalisasikan.

V. SIMPULAN.

Setelah mengurai kejahatan korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan luar biasa (extra ordinary crimes) dengan
dengan segala macam “modus operandi”nya maka dapat disimpulkan menjadi 2 (dua) hal, yaitu :

Pertama, bahwa komitmen pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dari masa ke masa, yakni
dari masa orde lama, orde baru, dan orde reformasi mengalami pasang surut karena selalu dilemahkan dengan segala
macam cara, baik dengan melemahkan personelnya dengan cara intimidasi, bahkan pelemahan dan pembubaran
lembaganya melalui celah-celah hukum, hingga eksistensi lembaga antikorupsi tersebut tidak bertahan lama. Tetapi,
di era saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru menunjukkan taring penindakan dan pemberantasan
korupsi yang luar biasa bagi koruptor, yang tidak hanya dilakukan di level pusat, tetapi juga di level Propinsi dan
Daerah (Kabupaten/Kota) dengan tersangka kasus korupsi dari berbagai macam latarbelakang profesi, baik itu dari
kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, petinggi partai politik, dan juga pengusaha/kontraktor. Namun, dibalik
“keberingasan” KPK untuk memburu, menangkap, dan memenjarakan para koruptor selalu dihadapkan dengan
berbagai macam serangan. Entah, melalui kriminalisasi para personelnya, maupun pelemahan lembaganya melalui
uji materi (judicial review) dan revisi (legislative review) terhadap UU KPK.

Kedua, dalam rangka mewujudkan Indonesia yang bersih dari KKN sebagai salah satu amanat mutlak gerakan
reformasi, maka sudah selayaknya manakala diberikan kewenangan lebih kepada KPK yang dimulai dari penguatan
dasar hukumnya terhadap personel dan lembaga KPK, perluasan kantor KPK pada tiap-tiap Provinsi, serta adanya
pembatasan dan bahkan penghapusan terhadap upaya “praperadilan” dan “bantuan hukum” terhadap koruptor
karena keserakahan, bukan karena keterpaksaan dan kesempatan.

Saran/Rekomendasi: diperlukan tindakan yang lebih “berani” bagi aparat penegak hukum, terutama KPK untuk
membongkar, memburu, dan mengadili para koruptor dari pusat sampai ke daerah demi menjaga Indonesia dari
kehancuran akibat kejahatan korupsi. Karena dengan “keberanian” memberantas korupsi tanpa pandang bulu
menunjukkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berintegritas dan negara yang berdaulat dari aspek
hukum dan keadilan untuk rakyatnya dan berdampak terhadap eksistensi Indonesia di mata negara-negara di dunia
(internasional). Demikian pokok-pokok pikiran tentang Peluang dan Tantangan Penegakan Hukum dalam Tindak
Pidana Korupsi yang penulis tuangkan dalam naskah sederhana ini, semoga menjadi bagian kontribusi ilmu dan
pemahaman terhadap kesadaran hukum untuk tidak melakukan korupsi dalam bentuk apapun, dan juga semoga
menjadi bagian inspirasi bagi Institusi Penegak Hukum, terutama KPK didalam merumuskan langkah dan stategi
pemberantasan korupsi di Indonesia.
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